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'PROSEDUR PERIJINAN PENANAMAN MODAL UNTUK INDUSTRI BIODIESEL
DAN BIOETANOL DI INDONESIA
Achmad Kurniadi *

* Deputi BKPM Bidang Pelayanan Investasi- Badan Koordinasi Penanaman Modal

I. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dikeluhkan dalam melakukan investasi di
Indonesia adalah panjangnya prosedur dan lamanya wakiu penyelesaian perizinan.
Dari survey IFC-World Bank tahun 2005 dilaporkan bahwa wakiu penyelesaian
perizinan mencapai 151 hari. Berkenaan dengan hal tersebut presiden telah
memerintahkan untuk mempersingkat waktu penyelesaian perizinan menjadi paling
lama 30 hari.

Berdasarkan hasil penelitian BKPM, penyelesaian perizinan yang dilakukan
memerlukan waktu dilaporkan selama 151 hari adalah sejak pendirian sampai
dengan pengesahan badan hokum dan diumumkan dalam berita Negara dan tidak
terkait dengan proses perizinan di BKPM, proses persetujuan dan perizinan di
BKPM memerlukan waktu maksimal 10 hari kerja dan beberapa jenis perizinan
dapat dilakukan secara paralel. Selain proses perizinan di BKPM, masih diperiukan
befbagai perizinan pelaksanaan dari instansi sektoral dan daerah.

Keinginan pemerintah untuk memberikan perizinan harus tetap
mempertimbangkan  kepentingan nasional yakni, perlindungan kepada UKM,
pengaturan khusus terhadap investasi di bidang jasa agar terjadi alih teknologi dan
penciptaan nilai tambah, serta pengaturan khusus terhadap investasi di bidang
usaha yang memanfaatkan sumber daya alam.

Mempertimbangkan butir 3 di atas dalam melakukan kegiatan penanaman
modal tetap diperlukan perizinan, namun untuk mempersingkat dan mempercepat
proses perizinan, diusulkan melalui pelayanan terpadu di pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu tersebut, BKPM bertindak untuk dan
atas nama menteri teknis, sedangkan untuk izin-izin tertentu yang memeriukan
pértimbangan teknis, instansi sektoral yang bersangkutan dapat menempatkan
pejabatnya di BKPM, demikian juga untuk izin-izin pelaksanaan daerah dapat
dilakukan melalui pelayanan terpadu di daerah.

Dalam alur proses perizinan terlampir digambarkan proses perizinan sector
jasa, industri, perkebunan, kelautan, telekomunikasi dan pertambangan dengan
penjelasan sebagai berikut :
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. Perizinan sektor jasa adalah perizinan yang paling sederhana dibandingkan
dengan sektor-sektor lainnya, investasinya relatif kecil, tenaga kerja sedikit dan
bersifat Quick Yielding, investasi di sektor jasa diharapkan dapat mendorong alih
teknologi dan penciptaan nilai tambah, dan usul penyederhaan perizinan sektor
jasa yang semula 222 hari menjadi 60 hari (30 hari wakiu proses pengesahan
badan hukum dan 30 hari penyelesaian perizinan penanaman modal).

. Perizinan investasi di sekior industri dalam rangka PMDN/PMA seluruhnya telah
dilaksanakan di BKPM melalui pelayanan satu atap. Investasi di sektor industri
membawa teknologi, menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan modal yang
relatif besar. Usul penyederhanaan perizinan sektor industri yang semula 222
hari menjadi 60 hari (30 hari waktu proses pengesahan badan hukum dan 30
hari penyelesaian perizinan penanaman modal).

. Investasi di sektor yang mengolah sumber daya alam (SDA) ini berdasarkan
- Undang-Undang Dasar 1945 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat sehingga sangat sensitif dengan sorotan/perhatian
masyarakat (publik). Oleh Kkarena itu diperiukan kehati-hatian dalam
pengelolaannya bahkan untuk sekior pertmabangan diperiukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat (untuk PMA). Perizinan disektor ini tetap diperlukan
keterlibatan instansi sektoral pusat maupun daerah, namun untuk memberikan
kepastian kepada investor dapat diusulkan waktu penyelesaiannya dipersingkat.
Khusus untuk perizinan sektor pertambangan, kontrak karya BKPM hanya
mengeluarkan surat persetujuan fasilitas fisikal, sementara untuk RPTKA/IMTA,
APIT dikeluarkan oleh Departemen energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan
untuk kuasa pertambangan (KP), usul penyederhanaan perizinan sekior industri
semula 222 hari menjadi 60 hari (30 hari waktu proses pengesahan badan

hukum dan 30 hari penyelesaian perizinan penanaman modal).
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Alur Perizinan PMA/PMDN Versi BKPM

1. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Jasa)

Investor [:>

Keterangan :

** Diterbitkan oleh Provinsi

Investor E>

PT CV, Fa Pelayanan Terpadu di | Saatini | Usulan
melalui Notaris Pusat (BKPM) (hari) {hari)
RPTK/MMTA 4 2
Koperasi mil Fasilitas Fiskal 14 7
Dinas Kop : _
Pelayanan Terpadu di
Pengesahan daerah
Badan Hukum
(Depkum HAM) [j {(BKPMP/BKPMK)
Persetujuan® 10 5
NPWP
(Ditjen Pajak) APIT* 4 4
- lzin UUG/HO 14 4
Saat ini 151 har
Usulan 30 hari lzin Lokasi 15 4
IMB 10 4
* Untuk jasa yang memelukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat
2. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Jasa)
Pelayanan Terpadu di | Saatini | Usulan
Pusat (BKPM) {hari) {hari)
Persetujuan 10 5
Pengesahan
RPTK/IMTA 4 2 Badan Hukum
APIT 4 4 {Depkum HAM)
Fasilitas Fiskal 14 7 @ NPWP
Pelayanan Terpadu di (Ditien Pajak)
Daerah Saat ini 151 hari
(BKPMP/BKPMK) Usulan 30 hari
Izin UUG/HO 14
Izin Lokasi 15
IMB 10
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3. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor industri)

Investor [:>

Keterangan :

PT CV, Fa
melalui Notaris

Koperasi mil
Dinas Kop

Pengesahan
Badan Hukum
(Depkum HAM)

NPWP
(Ditjen Pajak)

Saat ini 151 hari
Usulan 30 hari

Pelayanan Terpadu di | Saat ini | Usulan
Pusat (BKPM) {hari} {hari)
RPTK/IMTA 4 2
Fasilitas Fiskal 14 7
Pelayanan Terpadu di

daerah

(BKPMP/BKPMK])

Persetujuan® 10 5
APIT* 4 4

Izin UUG/HO 14 4

1zin Lokasi 15 4
iMB 10 4

* Untuk industri tertentu dan yang memerlukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat
**Diterbitkan oleh Provinsi '

Catatan :

untuk bidang-bidang usaha tertentu (a.l. minyak pelumas, oil refinery bahan

peledak) yang selama ini memerlukan rekomendasi dari instansi sektoral,

diusulkan ditiadakan atau melelaui desk instansi sektor di BKPM.

4. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Industri)

Investor :>

Catatan

Pelayanan Terpadu di | Saatini | Usulan
Pusat (BKPM) {hari) (hari)
Persetujuan 10 5
RPTK/IMTA 4 2
APIT 4 4
Fasilitas Fiskal 14 7
Pelayanan Terpadu di

Daerah

(BKPMP/BKPMK)

lzin UUG/HO 14

izin Lokasi 15

IMB 10

{Depkum HAM)

Pengesahan
Badan Hukum

NPWP
{Ditien Pajak)

Saat ini 151
hari
Usulan 30 hari

untuk bidang-bidang usaha tertentu (a.l. minyak pelumas, oil refinery bahan

peledak) yang selama ini memerlukan rekomendasi dari instansi sektoral, diusulkan
ditiadakan atau melalui desk instansi sekior di BKPM.
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5. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Perkebunan)

PT CV, Fa
melalui Notaris Pelayanan Terpadu di | Saat ini | Usulan
Koperasi mii Pusat (BKPM) {hari) (hari)
Dinas Kop RPTK/AMTA 4 2
Pengesahan Fasilitas Fiskal 14 7
E> Badan Hukum Pelayanan Terpadu di
{Depkum HAM) daerah
NPWP {BKPMP/BKPMK)
(Ditjen Pajak) _
Persetujuan® 10 5
Saat ini 151 APIT™ 4 4
hari Usulan 30
rmun: ' izin UUG/HO 14 4
“Izin Lokasi 15 4
IMB 10 4

* Untuk yang memeriukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat

** Diterbitkan oleh Provinsi

Catatan :

konversi hutan dari Menteri Kehutanan.

Perkebunan yang menggunakan lahan HPT perlu memperoleh persetujuan

6. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Perkebunan)

Pelayanan Terpadu di | Saatini | Usulan
Pusat (BKPM) (hari) {hari)
Persetujuan 10 5 Pengesahan
RPTKAMTA 4 2 Badan Hukum
APIT 4 4 (Depkum

[ Investor I[f) Fasilitas Fiskal 14 7 C:) NPWP
Pelayanan Terpadu di (Ditien Pajak)
Daerah Saat ini 151 hari
(BKPMP/BKPMK) Usulan 30 hari
[zin UUG/HO 14
lzin Lokasi 15
IMB 10

Catatan

perkebunan yang menggunakan lahan HPT

kpnversi hutan dari Menteri Kehutanan.
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7. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Kelautan)

Investor [:>

Workshop Nasional Bisnis Biodiesel dan Bioethanol di Indonesia
Jakarta, 21 November 2006

PTCV, Fa
melalui Notaris

Koperasi mil
Dinas Kop

Pengesahan
Badan Hukum
(Depkum HAM)

NPWP
(Ditjen Pajak)

Saat ini 151 hari
Usulan 30 hari

Pelayanan Terpadu di | Saat ini | Usulan
Pusat (BKPM) {hari) {hari)
RPTKAMTA 4 2
Fasilitas Fiskal 14 7
Pelayanan Terpadu di
daerah
(BKPMP/BKPMK)
Persetujuan* 10 5
APIT* 4 4
izin UUG/HO 14 4
1zin Lokasi 15 4
{MB 10 4

lzin DKP :

- Penetapan koordinat penangkapan

& pelabuhan pangkalan
Pemeriksaan fisik kapal
Surat penangkapan ikan

Izin kapal pengangkut ikan
- Kelayakan kapal (syahbandar)

*Untuk yang memerlukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat
** Diterbitkan oleh Provinsi

8. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Kelauian)

investor E:)

Pelayanan Terpadu di| Saatini Usulan
. . Pengesahan
Pusat (BKPM) (hari) (hari) Bada%x Hukum
Persetujuan 10 5 (Depkum HAM)
RPTK/AMTA 2
l:> NPWP

APIT 4 (Ditjen Pajak)
Fasilitas Fiskal 14 7
=) F Saat ini 151 hari

elayanan Terpadu di Usulan 30 hari
Daerah (BKPMP/BKPMK)
lzin UUG/HO 14

- - 1Zin DKP :
Izin Lokasi 15 - Penetapan koordinat

penangkapan & pelabuhan

IMB 10 pangkalan

Pemeriksaan fi§ik kapal
Surat penangkapan ikan
Izin kapal pengangkut ikan
Kelayakan kapal
(syahbandar)
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9. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Telekomunikasi)

Investor [:f>

PTCV, Fa
melalui Notaris

Koperasi mil
Dinas Kop

Pengesahan
Badan Hukum
(Depkum HAM)

NPWP
(Ditjen Pajak)

Saat ini 151
hari Usulan 30

Bamnd

Pelayanan Terpadu di | Saat ini | Usulan
Pusat (BKPM) {hari) {hari)
RPTK/IMTA 4 2
Fasilitas Fiskal 14 7
Pelayanan Terpadu di

daerah

(BKPMP/BKPMK)

Persetujuan® 10 5
APIT 4 4
Izin UUG/HO 14 4
Izin Lokasi 15 4
IMB 10 4

izin Depkominfo :
- Landing Right,

Frekuensi Radio,

- lzin Prinsip,

- Penyelenggaraan,
- Uji Layak Operasi,
- lzin Penyelenggaraan

- fzin Penggunaan Spekirum

- Pendaftaran Penggunaan Satelit,

* Untuk jasa yang mendapatkan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat

** Diterbitkan oleh Provinsi

10. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Telekomunikasi)

Investor :>
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Pelayanan Terpadu di Pusat | Saatini Usulan
(BKPM) (hari) (hari) Pengesahan
Persetujuan 10 5 Badan
Hukum
RPTK/IMTA 4 2 (Depkum
APIT 4 4
- . NPWP
Fasilitas Fiskal 14 7 (Ditien Pajak)
Pelayanan Terpadu di Daerah
(BKPMP/BKPMK) Saat ini 151 hari
Izin UUG/HO 1 Usulan 30 hari
lzin Lokasi 15
IMB 10 izin Depkominfo :
- Landing Right,
- lzin Penggunaan
- Spektrum Frekuensi Radio,
- Pendaftaran Penggunaan
Satelit,
- lzin Prinsip,
- Penyelenggaraan,
- Uji Layak Operasi,
- lzin Penyelenggaraan
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11. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Pertambangan)

investor \:i)

PT CV, Fa Pelayanan Terpadu di | Saat ini | Usulan
melalui Notaris Pusat (BKPM) (hari) (hari)
Koperasi mil RPTK/IMTA 4 2
Dinas Kop Fasilitas Fiskal 14 7
Pengesahan Pelayanan Terpadu di
Badan Hukum |:> daerah
(Depkum HAM) (BKPMP/BKPMK)
‘ NPWB Persetujuan® 10 5
(Ditjen Pajak) AP 7 7
Saat ini 151 hari lzin UUG/HO 14 4
Usulan 30 hari Izin Lokasi 15 4
1zin Daerah :

- Kuasa Pertambangan KP

* Untuk yang mendapatlkan fasilitas fiskla diterbitkan oleh BKPM Pusat

** Diterbitkan oleh Prov

insi

Catatan : KP terdiri dari a.l. KP Penyelidikan, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi,
KP Pengangkutan .

12. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Pertambangan)

Dep. ESDM :

*

Investor [:>

- Menandatangani KK/PKP2B
(diproses khusus sesuai

peraturan)

- Rekomendasi barang modal

- Rekomendasi TKA

- Rekomendasi perubahan

pemegang saham

s

Pelayanan Terpadu di | Saatini | Usulan
Pusat (BKPM) {hari) (hari)
Fasilitas Fiskal 14 7

Pelayanan Terpadu di | Saatini | Usulan
Daerah (hari) {hari)
(BKPMP/BKPMK)

AMDAL 60 30

* Rekomendasi barang modal, TKA dan perubahan pemegang saham diusulkan ditiadakan.
Alur Proses Pengajuan SP Pabean
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Investor H
Aplikasi‘Permohonan SP Psbean]
D aftar Induld astedist iy s £
1. Barang modalfbarang dan

bahan
2. Perubahan barang modal

2. Perubahan barang dan bahan

Front Office
Checldst Aphiasi ©
. Surat Permochonan

BKFM

Y Y

pajak

Bagan afir proses produksi
Kalkulasi kapasias produlsi
Kaliulasi penggunaan bahan baw

. Daftarinduk brg modalsbrg bahan (bhin baku)
. Disket datar Induk (berdsricn investor module

. NPWP/MNomor pengukuhan pengusaha kena

Direldorat Fagiites
{Beck Office}

1. Proses penyelesaian 14 hai
karja ulk SP. Pabean barang
modalfbahan baku

2. Memo pengantar Direldur alas
hasil vegfikasi biLipd Deput
Pelayanan vk SP Pabean
beserta lampitannya bempa
konsep SP. Pabean dan dattar

e dh=a ]

Denzh Tatz beak & induk {rnasterist) brg medat

Surat rek dasi inas Perkeb

oot GODM maupun barang dan bahan
#8. Dolsmen pengimporandPIB (ute ML bhn

balwéperpangiangan ML)

1. lzin usaha tetapindustr {ik bhn badas)

2. Datatelnis &au Brosur

3. Surat persaujuan penananana kodal (SP
PRIDNIPIMA) atau kortrak Karya/PKP2B khusus

pertambangan
4. Laporan kegiatan peneanaman kiodat (LKPW)

Hepufl Pelayenan
Menandgangani SP Pabear
barang moedalbarang dan

T4 Direktorat
Mengekiatan tanda terimz

—___.{ i Kinm Fax Kelengkapan Daia Teknis atau Sural Undangan Rapat unhil Penjelasan Teknis ™) § j

TUBRPH
tdemberikan Nomor Surat

SP.Pabean

*}.Keterangan :
1). Apabila dalam proses verifikasi ditemukan kekurangan data teknis (seperti : spesifikasi teknis,

perhitungan kapasitas tdk sesuai dengan izin, permohonan mesin & peralatan serta bahan baku

dianggap beriebihan). .

2). Penyampaian kelengkapan data teknis dengan waktu tunggu 1,5 bulan.

Pelayanan Publik Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh BKPM antara lain melayani

permohonan oleh BKPM antara lain melayani permohonaan penanaman modal yang
didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman
Modal Asing (MPA).
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Dasar hukum Pelayanan Publik BKPM antara lain :
Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 tentang PMA.
Undang-undang No. 6 tahun 1968 jo. No 12 Tahun 1970 tentang PMDN.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 jo. No 83 Tahun 2001 tentang
kepemilikan saham asing dalam PMA.
Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 jo. No. 118 Tahun 2000 tentang bidang
usaha yang dinyatakan terbuka/tertutup.
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 jo. No. 28 Tahun 2004 tentang BKPM.
Keputusan Presiden No. 127 tahun 2001 tentang bidang /jenis usaha yang
dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk
usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan.
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Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman

modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu atap.
Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 jo. No. 70/SK/2004 tentang pedoman
dan tata cara permohonan penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN.
Peraturan-peraturan sektor/teknis dan daerah.

Adapun Perizinan yang harus dimiliki dalam Pendirian Proyek PMA/PMDN di

Indonesia diantaranya yaitu :

1.
2.

Surat Persetujuan dan surat persetujuan perubahan (wewenang BKPM).
Rekomendasi dari departemen teknis untuk bidang usaha/sektor perikanan,
sektor perkebunan kelapa sawit, sektor pertambangan (yang merupakan
kegiatan ekstrasi) dan sektor energi.

Akte + pengesahan kehakiman + tanda daftar perusahaan (bukan wewenang
BKPM).

4. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (bukan wewenang BKPM).

lzin-izin pelaksanaan di tingkat pusat (wewenang BKPM), seperti Angka
Pengenal Importir Terbétas (APIT), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTK), Rekomendasi Visa Tenaga Kerja Asing untuk Imigrasi (TA.01), Kartu
lzin Tinggal Sementara/Kitas (bukan wewenang BKPM), izin Menggunakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA), dan Surat Persetujuan Pabean Barang
Modal/Bahan Baku.

izin-izin pelaksanaan daerah (bukan wewenang BKPM), seperti izin lokasi, hak
atas tanah, izin mendirikan bangunan (lMB)‘, izin UUG/HO, dan izin AMDAL.

Izin Usaha Tetap (wewenang BKPM).
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Alur Pengajuan Persetujuan/Perizinan dalam Rangka Pendirian Perusahaan
PMDN dan PMA di indonesia

Iziny Prinsip [zin Pelaksanaan Pusal 7in Pelaksanaan Daerah 1ziv Tethp ‘

FEHTBROHET MR St

dilengkapi dengan Ade Persetuj g T

NEWE) Lsithd AT e, | T IOREST
\ 2. RPTK /s 2 B
B, . 3. TAD AL \-. 3. kin UUGHO
4. IMTA b Prosinty 2 %. Hak Aas Tansh
5. SF Fabean ! Y kol /| 5 Bin AVDAL
6. Barang modals T s
Ohobke e

TR
2. NPWP
3. KITAS

iKomersiali

*) Diurus setelah perusahaan siap produksi komersial

Percepatan penyelesaian permohonan PMA/PMDN berasaskan pada :

1. Kepastian hukum dalam pelayanan permohonan PMA/PMD yang mengacu
kepada Daftar Negatif Investasi (DNI); Daftar Bidang. Usaha yang harus bermitra
dengan UKM; Peraturan perundangan sektoral yang dituangkan dalam petunjuk
teknis pelaksanaan penanaman modal; dan peraturan daerah, misal PERDA
pendirian hotel di kabupaten Badung, Provinsi Bali. _

2. Keterbukaan dalam penyelesaian permohonan PMA/PMDN, antara lain
pedomén dan tata cara permohonana penanaman modal yang jelas; formulir
permohonaan yang sederhana dan baku; persyaratan yang jelas dan baku untuk
setiap jenis permohonan. Persyaratan tersebut didasarkan pada SK Kepala
BKPM No. 57/8K/2004 JO. No. 70/SK/2004 yang dipublikasikan secara luas.

3. Kecepatan dan Akuntabilitas, diantaranya adalah :

a. Durasi (jangka waktu) proses penyelesaian setiap jenis aplikasi/permohonan
PMA/PMDN telah ditetapkan dan dibatasi, seperti surat persetujuan (10 hari),
izin-izin pelaksanaan di BKPM seperti penerbitan APIT (5 hari), penerbitan
RPTK (4 hari), rekomendasi visa tenaga kerja asing untuk imigrasi (TA.01)
selama 4 hari, IMTA (4 hari), dan surat persetujuan Pabean barang
modal/bahan baku (14 hari). Selain itu surat persetujuan perubahan seperti
kepemilikan saham PMA (5 hari), investasi dan sumber pembiayaan (5 hari),
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perubahan status (7 hari), dan surat persetujuan merger (10 hari). Penerbitan
izin usaha tetap selama 7 hari.

b. Penerbitan surat-surat persetujuan dan izin-izin pelaksanaan penanaman
modal yang dikeluarkan oleh BKPM tidak dipungut biaya.

c. Struktur organisasi pelayanan dan uraian tugas yang jelas.

Upaya-upaya meminimalisasi peluang penyalahgunaan kewenangan

pelayanan PMA/PMDN, antara lain :

1. Adanya “Front Office” untuk penerimaan/konsultasi persyaratan-persyaratan
permohonana PMA/PMDN dan pemantauan progres penyelesaian
permohonana PMA/PMDN.

2. Adanya daftar ujicheck list” kelengkapan data untuk setiap jenis
permochonaan PMA/PMDN.

3. Adanya “Back Office” untuk pemrosesan permmohonana melalui otomasi
penyelesaian, dengan beberapa keuntungan yaitu persetujuan PMA/PMDN
menjadi lebih singkat, penerbitan IUT menjadi lebih singkat, penerbitan SP
Pabean barang modal/bahan baku menjadi lebih singkat, dan mengurangi
kontak langsung antara investor dengan petugas pelayanan BKPM.

4. Adanya sistem kartu monitor/’Routing Slip” untuk setiap jenis permohonan
PMA/PMDN.

5. Menyiapkan kotak saran/pengaduan atas pelayanan BKPM.

6. Sedang dikembangkan sistem yang memungkinkan investor dapat
memantau progres penyelesaian permohonannya melalui website BKPM,
tanpa perlu ke BKPM (tahun ini).

Pengawasan bagi aparat BKPM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994 tanggal 6 November
1974 jo. Perubahan Nomor 43 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian.

Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 agustus 1980 tentang
pertauran disiplin pegawai. ‘

Keputusan kepala BKPM Nomor 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Inspekiorat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terdiri dari

Pengawasan Prosedur Kerja Standar (SOP), Pengawasan Mekanisme
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Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional, dan
Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

* Pengawasan oleh Inspektorat dilakukan dengan menggunakan “Sistem Informasi
Manajemen Hasil Pengawasan” yang telah dikembangkan oleh BPKP dan telah
disesuaikan dengan keperluan pengawasan internal BKPM.

= Pengawasan dari masyarakat luas bisa disampaikan melalui kotak

saran/pengaduan atau langsung melalui email website BKPM (www.bkpm.go.id).

Upaya-upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan cara
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan sarana dan
prasarana serta pembinaan mental dan spiritual. Peningkatan kualitas SDM dapat
diperoleh melalui (1) penerimaan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
selama 2 (dua) periode berturut-turut, yaitu periode tahun 2003 dan 2004, (2)
memberikan kesempatan kepada karyawan/ti untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa pendidikan dalam maupun luar negeri,
dan (3) memberikan pelatihan-pelayanan/kursus umum' dan teknis di bidang
pelayanan.

Adapun peningkatan sarana dan prasarana dapay dilakukan dengan cara
peningkatan pengadaan komputerisasi di setiap unit kerja, tersedianya jaringan
komputerisasi, internet maupun intranet dan sistem aplikasi sesuai unit kerja,
peningkatan disiplin karyawan/ti BKPM memperbaharui sistem absensi dari sistem
“‘amano” ke sistem “handkey”, dan tersedianya website BKPM (www.bkpm.go.id)

dan website pelayanan BKPM (bkpmservices.com) untuk memudahkan investor
memonitor penyelesaian aplikasi perusahaannya (PMA/PMDN).

Fasilitas Fiskal dalam Rangka Penanaman Modal

Pemberian fasilitas fiskal dalam penanaman modal bertujuan untuk
mendorong peningkatan kegiatan investasi dan efisiensi usaha penanaman modal;
membantu perusahaan PMDN/PMA untuk persiapan produksi komersial (khusunya
dengan fasilitas impor bahan baku), melindungi kegiaian usaha nasional dan industri
dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang . diimpor dengan
mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar, dan memberi kemudahan bagi

investor khususnya dalam proses impor dengan menggunakan daftar induk
(masterlist) mesin, barang dan bahan.
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Atas Pengimporan
Barang Modal

A 4

Keringanan Bea Masuk

Atas Pengimporan Bahan

Baku untuk Kebutuhan

Fasilitas Fiskal 2 tahun produksi

Perusahaan o
PMA/PMDN

Atas Pengimporan
Pembebasan PPN Barang Modal

r
A4

Atas Penyerahan
Barang modal

v

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000

tanggal’ 1 Mei 2000. jis No. 28/KMK.05/2001 tanggal 26 Januari 2001, No.
456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Peraturan Menteri Keuangan No.
47/PMK.04/2005 tanggal 17 Juni 2005 berisi tentang ketentuan fasilitas impor
barang modal, seperti:

Keringanan bea masuk hingga tarif akhir sebesar 5% atau sesuai tarif terendah
pada BTBMI yang berlaku.

Waktu pengimporan (2 tahun).

Dapat diperpanjang sesuai jangka waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam
surat persetujuan.

Tidak dapat dipindahtangankan/dialinkan kepada pihak lain atau disewakan tanpa
persetujuan dari BKPM dan pihak berwenang lainnya.

Wajib menyimpan data/dokumen penyimpanan selama minimal 10 (sepuluh)
tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000

tanggal 1 Mei 2000. jis No. 28/KMK.05/2001 tanggal 26 Januari 2001, No.
456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Peraturan Menteri Keuangan No.
47/PMK.04/2005 tanggal 17 Juni 2005 berisi tentang impor bahan baku diantaranya
adalah :

@

Fasilitas keringanan bea masuk hingga tarif akhir sebesar 5%.

Fasilitas impor bahan baku jumlahnya adalah untuk kebutuhan 2 (dua) tahun
produksi.

Wakiu pengimporan 2 (dua) tahun.
Dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.
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Contohnya, perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri diberikan
bahanbaku untuk 4 (empat) tahun dengan jangka waktu pengimporan 4 (empat)
tahun. Penetapan tentang penggunaan mesin produksi dalam negeri dilaksanakan
oleh Departemen Perindustrian. |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2001 tanggal 22
Maret 2001 jis. No. 43 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, No. 46 Tahun 2003 tanggal
13 Agustus 2003 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) No.
155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 jis No.363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli
2002, No.371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 berisi tentang ketentuan -
pembebasan PPN atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
berupa barang modal, makan temnak, dan bibit dan atau benih. Disamping itu
dibahas pula tentang penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
Strategis berupa barang modal, makan ternak, barang hasil pertanian, bibit dan atau

benih, air bersih, dan listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600
Watt.
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